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ABSTRAK

Elly Herdiyanti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya,Desember 2016, Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam
Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Agus
Yulianto,S.H.,MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang tinggi dalam proses
penyelenggaraan  pemerintahannya  pemerintah  memiliki  kewajiban
memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dalam pemenuhan
kebutuhan dalam pelayanan publik terutama perizinan pebuatan Surat izin
usaha perdagangan. Penyelenggaraan tata kepemerintahan daerah berdasarkan
asas pemerintahan yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi
aktifitas perekonomian dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam
peranan melaksanakan asas pemerintahan yang baik terutama dalam sektor
perizinan surat izin usaha perdangan memiliki visi mewujudkan kemudahan
berinvestasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti
dan terjangkau. Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan dituntut untuk
menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan
pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Peneliti mengangkat permasalahan tentang Penerapan Asas Pemerintahan
Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan di
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-
P2TSP) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis, dan pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dan analisis maka
penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang
telah dikemukakan yakni (1) Penerapan asas pemerintahan yang baik harus
mengacu pada standar oprasional prosedur pembuatan dan penerbitan surat izin
usaha perdangan. (2) Hambatan yang terjadi di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri
dalam pembuatan surat izin usaha perdagangan yang bersifat umum Standar
Operasional Prosedur (SOP) surat izin usaha perdagangan belum dilaksanakan
secara optimal, Sumber daya manusia masih sangat kurang, sedangkan
hambatan yang bersifat khusus Pemohon Siup banyak yang tidak melengkapi
syarat ,waktu penerbitan siup, dan seharusnya selesai dalam waktu tujuh hari
bisa sampai satu bulan , apalagi dengan adanya atauran yang baru bahwa
penerbitan siup secara simultan hanya 2 hari kerja, ini belum bisa
dilaksankan,dan masih ada penarikan biaya adminstrasi yang pada aturan tidak
menyebutkan adanya. Solusi untuk menyelesaiakan hambatan tersebut
penambahan pegawai yang berkwalitas, pembuatan peraturan daerah yang
mengatur retribusi biaya surat izin usaha perdagangan, dan meningkatkan
sarana prasarana yang lebih baik.

Kata Kunci: Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan
Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan.
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APPLYING PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN THE SERVICE
OF MAKING BUSINESS LICENSE
Elly Herdiyanti, Agus Yulianto, SH, MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum.
UB Faculty of Law
Email: ellyherdiyanti@gmail.com
ABSTRACT

Kediri Regency Government in implementing the principles of good
governance, especially in the sector of business lisence, has a vision to realize the
ease of investment through a licensing service that is fast, easy, transparent, and
definitely affordable. Investment Board and Integrated Licensing Services Kediri
in providing services is required to implement the principles of good governance
in providing the service of making the trading license. Law Number 30 Year 2014
about the Governmental Administration explains that Good Governance
Principles are principles used as a reference government employers in issuing
decisions and / or actions in the implementation of the Government. The
implementation of the principle of good governance should be based on
operational standard of manufacturing procedures and the issuance of business
license trade. Kediri District Regulation No. 5 year 2013 contains business license
(SIUP), company registration (TDP), industrial lisence and warehouse registration
certificate (TDG). SIUP is a license to undertake business activities. The service
for business lisence (SIUP) in the Office of Licensing BPM-P2TSP Kediri has a
procedure of making the trading license including submission of the application
for the applicant, files checking by officers BPM-P2TSP, business location survey
by the BPM-P2TSP, approval filing to have the permit from the Regent of the
area, and handing oout of the business license to the applicant.

Keywords: Implementationo of the principle of good governance in the making of

the business license.
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